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PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

—~ DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang: a. bahwa pelaksanaan pemberian hibah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilaksanakan
berdasarkan persetujuan kepala daerah selaku Pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa dalam rangkamemberikan kepastian atas penggunaan
dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



10.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi2.
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430);
.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang3.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten4.
Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lkembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6963);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah5.
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Te

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang6.
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20157.
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 20208.
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun9.
2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 3);
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN: ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 7 TAHUN
2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HULU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A
(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta

besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan
dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh SKPD yang memiliki anggaran Hibah.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28
(1) Laporan penggunaan Hibah berupa uang dan/atau

barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1,
disampaikan oleh Penerima Hibah kepada Bupati
paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai
atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya melalui Kepala SKPD pemberi
Hibah selaku Pengguna Anggaran Hibah.

(2) Penerima hibah yang masih terdapat sisa anggaran
yang belum terselesaikan sesuai dengan NPHD wayjib
menyampaikan laporan paling lambat pada tanggal 10
Januari tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau paling lambat 1 (satu)
bulan setelah kegiatan dimaksud selesai.

3. Diantara ...



3. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A
(1) Sisa anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28

ayat (2) disetorkan ke rekening kas umum daerah oleh
penerima hibah atau melalui bendahara pengeluaran
SKPD.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk hibah yang kegiatannya
dilaksanakan melebihi tahun berkenaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyetoran sisa anggaran ke rekening kas umum
daerah untuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilaksanakan setelah kegiatan selesai sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tata cara penyetoran sisa anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 18 Desember 2024

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024 NOMOR 34


